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PERGUB BOLEHKAN POLIGAMI
DISKRIMINASI BERKEDOK

MELINDUNGI
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Teguh Setyabudi

PFj. Gubernur DKI Jakarta

Pada 6 Januari 2025 lalu, Pj.
Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi
mengeluarkan Peraturan Gubernur
(Pergub) Nomor 2 Tahun 2025
tentang Tata Cara Pemberian Izin
Perkawinan dan Perceraian. Salah
satu isinya, ASN di Pemprov
Jakarta diperbolehkan melakukan
praktik poligami.

BAB I

IZIN BERISTEI LEEIH DARI SEORANG

Umum CAKRA WIKARA INDOMESIA
Pazal 4

(1] Pegawal ASN pria yvang akan beristri lebih dar aseorang, wajib
memperolely izin dari Pejabat wang  Berwenang  schelum
melangaungkan Perkawinan.

12) Pegawal ASMN yang tidak melakbukan kewajiban memperoleh izin dari
Pejabat vang Berwenang sebelum melangsungkan  Perkawinan
echagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenia
hukuman digiplin berat  sesaual dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(3] Dalam hal ditemukan alasan vang meringankan atan memberatkan
bagi Pegawai ASN scbagaimana dimaksud pada ayat (2], hukuman
diziplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan
mempertimbangkan dampak pelanggaran.

i)

(4] Pejabat wvang Berwenang schagaimana dimaksud pada ayat [1)
tercantum dalam Lampiran II wvang memapakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Penyampaian Permohonan lzin Beristri lebih dari Seorang

Faszal &

(1] Permohonan izan beristri lebih dar seorang sebagaimana dimaksud dalam
FPasal 4 gayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Atasan Langsung,.

[2] Permohonan izin beristri lehih dari acorang scbagaimana dimakaud
pada ayat (1) melampirkan dokumen schagai berikout:

a. surat persctujuan tertulia dari istri Pegawai ASN yang bersangkutan;

b. salinan cetak danfatau salinan digital keterangan pajak Penghasilanf
laporan harta kekayaan Pegawal ASN pria vang bersangkutan;

c. gurat pernyataan kesanggpupan berlaku adil terhadap para istn
dan para Anak;

d. gurat keterangan dar dokter pemerintah vang membuktikan
alazsan vang mendasari Perkawinan secbagaimana dimakaud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a; dan

c. galinan cetak dangatau salinan digital putusan pengadilan
mengenai izin beristri lebih dari aecorang.



Pergub ini sangat merendahkan dan EIQSEE
merugikan perempuan, terlihat dalam
pasal mengenai alasan untuk berpoligami:

Pasal 5

(1) Izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. alasan yang mendasari Perkawinan:

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya;

2. 1stri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan; atau

3. istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 (sepuluh)
tahun Perkawinan;

b. mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis;

c. mempunyai Penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri
dan para Anak;

d. sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para Anak;
e. tidak mengganggu tugas kedinasan; dan

f. memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang.



Setelah muncul penolakandari <% e
masyarakat, unsur pemerintah pusat pun
ikut memberikan dalih untuk Pergub ini...

Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri) bahkan
mengungkapkan aturan ASN Jakarta berpoligami
merupakan upaya untuk melindungi para istri.

Bima Arya Sugiarto (Wakil Menteri Dalam Negeri)
mengatakan Pergub bertujuan memperketat
proses poligami atas dasar perlunya membina
orang-orang berumah tangga dan angka
perceraian di Jakarta yang tinggi.

Pergub No. 2 Tahun 2025 merupakan
turunan dari Peraturan Pemerintah

(PP) No. 45 Tahun 1990 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
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Cakra Wikara Indonesia mengecam
Pergub No. 2/2025 tentang Tata
Cara Pemberian Izin Perkawinan
dan Perceraian:

Pergub ini melanggengkan diskriminasi dan penindasan
terhadap perempuan, sebagaimana ditunjukkan dalam
alasan diperbolehkannya poligami. Alasan tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai istri sangat subjektif dan
dipengaruhi oleh budaya dan pola pikir patriarkis yang
menempatkan kewajiban perempuan di ranah domestik.
Alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit yang
tidak dapat disembuhkan sangat diskriminatif terhadap
perempuan disabilitas. Sementara alasan istri tidak dapat
melahirkan keturunan adalah bentuk subordinasi yang

melihat perempuan dalam peran reproduksi / penghasil
keturunan semata.



Kongres Ulama Perempuan Indonesia
(KUPI), poligami adalah salah satu
bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Fakta juga menunjukkan bahwa praktik
poligami berpotensi besar memicu tindak
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Dengan keluarnya Pergub ini, maka
kekerasan terhadap perempuan
dimungkinkan oleh kebijakan formal
yang dikeluarkan oleh pimpinan
pemerintahan daerah.
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CWI menuntut agar pemerintahan
provinsi Jakarta yang baru nanti, setelah
dilantik pada Februari 2025, menarik dan
membatalkan Pergub ini.

Pemerintah di tingkat pusat juga harus
mencabut PP No. 45 Tahun 1990 yang
mengizinkan praktik poligami oleh ASN
laki-laki.
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